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KEPALA DESA MRANGGEN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota
melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2024.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201-4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2074 Nomor L23,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1"1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5539);

3. Undang-Undang Nomor l- Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
lndonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4614;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 201-4 tentang tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AL4 Nomor L23,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 201,9 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OL4 Nomor L23,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 6A4I);

7. Peraturan Pemerintah Nomor i-2 Tahun 201-9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20L9
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
63221;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1l- Tahun 2021" tentang Badan Usaha Milik
Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 202L Nomor 2l-,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 66231;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan

Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
6883);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik lndonesia Tahun
2014 Nomor 2094);

1-1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan

Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2017
Nomor 89);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 201-6

Nomor L037);
13. Peraturan lVlenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik lndonesia Tahun
2018 Nomor 61.Ll;

14. Peraturan Menterl Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik lndonesia Nomor 16 Tahun 2otg tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2019
Nomor L203);

1-5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 23. Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa



dan Pemberdayaan Masyarakat Desa(Berita Negara Repub‖ k indonesia

Tahun 2023 Nomor530),

16. Peraturan  Menteri  lDesa′   Pernbangunan  i)aerah l~ertinggal′   dan
丁ransrnigrasi Republik indonesia Nolrnor 3 Tahun 2021 tentang

Pendaftaran′   Pendataan  dan  Perneringkatan′   Pernbinaan  dan
Pengernbanganノ dan Pengadaan 3arang dan/ata u」 asa Badan Usaha
M‖ ik Desa/Badan Usaha Mink Desa Bersama(Berita Negara Repub‖ k

indonesia Tahun 2021 Nornor 252),

17. Peraturan  Menteri  lDesa′   Perllbangunan  I)aerah Tertinggal′   dan
Transrnigrasi Republik lndonesia Nornor 13 Tahun 2023 tentang

Petunjuk lЭ perasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

(Berita Negara Repub‖ klndonesia Tahun 2023 Nomor 963);

18, Peraturan  Menteri  Keuangan  Nonlor 145 丁ahun  2023 tentang
Pengelolaan Dana Desa(Berita Negara Republik lndo■ esia Tahun 2023

Nomor 1051)j

19. Peraturan  MenteFi  Keuangan  Nomlor 146 丁ahun  2023 tentang
Pengelolaan l)ana lDesa Setiap l)esa′ Penyaluran′ dan Penggunaan[)ana

Desa Tahun Anggaran 2024(Berita Negara Republik lndonesia Tahun

2023 Nomor1052);

20. Peraturan Daerah Kabupaten [)ernak Nornor 6 丁ahun 2020 tentang

Badan Permusyawaratan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Demak
丁ahun 2020 Nomor 6′  Noreg Peraturan [)aerah Kabupaten [)ernak′
Provinsi」 awa Tengah:(6-93/2020);

21, Peraturan Daerah Kabupaten [)ernak Nornor 7 丁ahun 2020 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa(Lembaran Daerah

Kabupaten i)ernak Tahun 2020 Nonlor 7′  Noreg Peraturan 〔)aerah

Kabupaten Demak′ Provinsi」 awa Tengahi(7-94/2020),

22. Peraturan 3upati Dernak Nornor 36 丁ahun 2019 tentang Daftar
Kevvenangan I)esa Berdasarkan Hak Asal tJsul dan Kevvenangan Lokal

Berskala Dese di Kabupaten Demak(3erita Daerah Kabupaten Demak

Tahun 2019 Nornor 36),

23. Peraturan Bupati IDernak Nomor 51 
‐
Tahun 2018 tentang Pedornan

Pengelolaan Keuangan [)esa sebagaimana tetah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan 3upatilDernak Norllor 53丁 ahun 2022 tentang

Perubahan Ketiga,Atas Peraturan Bupati Dernak Nomor 51丁 ahun 2018

tentangl  Pedoman  Pengelolaan  lく euangan  lDlesa  (IBerita  l)aerah

Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor53),

24. Peraturan 3upati lDernak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedornan

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja l)eS8・ Tahun 2024(Berita

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 32),

25, Peraturan l)esa Mranggen Nornor 04 丁ahun 2019 tentang Daftar
Kevvenangan[)esa Berdasarkan Hak Asal tJsul dan Kevvenangan tokal

Berskala l〕 esa di Desa Mranggen Kecarnatan Mranggen Kabuapten
Demak(Lembaran Desa Mranggen Tahun 2019 Nomor 04),

26. Peraturan Desa Mranggen Nornor 06 丁ahun 2023 tentang Anggaran

Pendapatan Dan Belania Desa Tahun Anggaran 2024(Lembaran Desa

Mranggen Tahun 2023 Nomor 06)sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Desa Mranggen Nornor 02丁 ahun 2024 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan Dan Belania Desa Tahun Anggaran 2024

(Lembaran Desa Mranggen Tahun 2024 Nomor 02),



Dengan Persetuluan Bersama

BADAN PERヽ4USYAVVARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DESA MRANGGEN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG―

」AVVABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasa1 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2A24 dengan perincian
sebagai berikut:

Uraian Anggaran Rp. Realisasi Rp. Saldo Rp.

1". Pendapatan Desa 2.032.807.651   2.030.389.257     2.418.394

2. Belanja Desa

a. Bidang  Penyelenggaraan  Pemerintahan     696.000.589     626.469.969    69.530.620

Desa

b. Bidang Pembangunan Desa 760.780.730     760.780.730 0

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 70,148.000 65.148.000     5.000.000

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 441.094.200     438.594.000     2.500.200

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat

& Mendesak Desa

126.000,000     126.000.000 0

Jurnlah Belania lDesa   2.094.023.519   2.016.992.699    77.030.820

Surplus/Defisit    (61.215.868)     13.396.558   (74.612.426)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan 61.215.868      61.263.559       (47.691)

b. Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0

SeliSih Pembiayaan(a― b) 61.215.868      61.263.559 (47.691)

SiLPA/SILPA TAHUN BER」ALAN 0      74.660.117   (74.660.117)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

a. Lampiran I

b. Lampiran ll

Laporan Keuangan;
Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31 Desember Tahun
Anggaran 2424;
Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang

masuk ke Desa.

c. Lampiran lll

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Desa ini.



Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam

Lembaran Desa Mranggen.

Ditetapkan di : Mranggen,

:24 Februari 2025

Diundangkan di : Mranggen

Pada tanggal : 25 Februari 2025

Plt. Sekretaris Desa

VげASIS

LEIVlBARAN DESA MRANGGEN TAHUN 2025 NOMOR 01

覇Rム
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